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ABSTRAK 
Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia 
adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami 
menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila 
dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan 
terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama 
dan apabila alasannya  terbukti maka Hakim akan memutuskan 
perkawinannya. Dengan kata lain taklik talak akan memberikan 
akibat hukum. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Apakah yang 
menjadi dasar hukum putusan Hakim dalam perkara gugatan  
pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A 
Tanjung Karang. 2). Bagaimana analisis Kompilasi Hukum 
Islam tentang putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik 
talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang  
Penelitian ini menganalisis putusan-putusan pelanggaran 
taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang 
dengan tujuan untuk diketahui dasar hukum putusan Hakim 
pada putusan-putusan perkara gugatan pelanggaran taklik talak 
di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan untuk 
diketahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang 
putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak di 
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Sehingga 
menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan 
tujuannya dan dapat dicari solusi yang tepat untuk di atasi atau 
dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Penelitian ini adalah penelitian library reaserch 
(penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang menelaah dari 
berbagai macam teori, data-data, dan dokumen-dokumen yang 
mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti 
yang dapat menjadi landasan teori bagi penelitian. Dalam 
penelitian ini digunakan pengumpulan data studi pustaka, 
mengingat penelitian ini merupakan bahan kepustakaan maka 
dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan hanya 
metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai 
  
 
hal-hal atau variable yang berupa dokumen, catatan, transikip, 
dan lain-lain yang berhubungan dengan pelanggaran ta‟lik talak 
baik itu bahan primer maupun bahan sekunder. 
  Berdasarkan hasil penelitian tidak sedikit dari putusan 
Pengadilan yang mengabulkan perceraian akibat pelanggaran 
taklik talak sebagai alasan  perceraian. Dasar pertimbangan 
Hakim dalam memutus perkara taklik talak  No. 0228/ Pdt. G/ 
2012/ PA.Tnk, No. 1058/Pdt. G/2013/PA.Tnk, dan No. 0388/ 
Pdt.G/2014/PA.Tnk adalah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 51 KHI Pasal 
80 ayat (2) KHI, Pasal 80 ayat (4) KHI, Pasal 113 KHI, Pasal 
113 KHI dan Pasal 116 huruf g. Putusan Pengadilan Agama 
Kelas IA Tanjung Karang tentang pelanggaran taklik talak 
sebagai alasan perceraian, setelah dianalisis sesuai dengan 
Kompilasi Hukum Islam yang diketahui berdasarkan alasan-
alasan Penggugat sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang 
memenuhi syarat formil maupun materil, dan hal-hal lain yang 
menjadi pertimbangan Hakim bahwa suami terbukti telah 
melanggar shigat taklik talak. 
 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
MOTTO 
         
       
‘’Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang 
mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan 
mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal 
jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.’’ (Q.S Al-Mujadalah:1)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabul Nuzul 
(Banjar Sari Sukarta: cet ke-10, CV. Al-Hanan,2009), h.109 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Judul skripsi ini adalah „‟ ANALISIS KOMPILAS HUKUM 
ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN 
PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN 
PERCERAIAN  (STUDI TERHADAP PUTUSAN 
PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG 
KARANG)‟‟ untuk menghindari kesalah fahaman dan 
pengertian dari judul  skripsi ini, maka akan dijelaskan dan 
diartikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi 
ini. Diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan 
sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara).
2
 
2. Putusan : Hasil, (Putusan hukum: putusan pada akhir 
pemeriksaan perkara dalam sidang yang berisi 
pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, 
dan putusan pokok perkara.
3
 
3. Pelanggaran : Perbuatan (perkara) melanggar4 
4. Taklik talak : Putus hubungan sebagai suami isteri5 
5. Alasan : Dasar, asas, hahikat.6 
6. Perceraian: Perpisahan (perihal bercerai antara suami 
isteri), perpecahan.
7
 
Jadi maksud dari „‟ ANALISIS KOMPILAS HUKUM 
ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN 
PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI 
ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP 
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA 
                                                             
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Edisi Ke-4, 
Departemen Pendidikan Nasional), h.58 
3 Ibid, h.1124 
4 Ibid, h.783 
5
 Ibid, h.261 
6 KBBI Online, http://ebsoft.web.id.  
7 KBBI Online, http://ebsoft.web.id.  
  
 
TANJUNG KARANG)‟‟ pelanggaran taklik talak adalah 
suatu alasan perceraian antara suami- isteri yang di 
ajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama yang 
berwenang untuk diadakan  suatu penyelidikan untuk 
mendapatkan  hasil putusan pada akhir pemeriksaan 
perkara dalam sidang yang berisi pertimbangan menurut 
kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok 
perkara mengenai pelanggaran shigat taklik talak atau 
suatu pelanggaran yang dapat memutus hubungan suami-
isteri. 
B. Alasan Memilih Judul 
    Adapun alasan dalam memilih judul adalah : 
1. Alasan objektif  
persoalan ini merupakan persoalan yang menarik untuk 
di kaji, hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 1 
Tentang  Perkawinan yang pada dasarnya mempersulit 
terjadinya perceraian yang menjaga nilai-nilai luhur 
perkawinan, namun pada realitanya angka perceraian 
semakin meningkat di antaranya  akibat pelanggaran 
taklik talak. 
2. Alasan subjektif 
a. Judul yang dipilih belum ada yang membahas, 
khususnya lingkungan fakultas IAIN Raden Intan 
Lampung. 
b. Referensi yang terkait dalam objek yang di teliti 
cukup menunjang untuk dilaksanakan penelitian 
c. Relevan dan disiplin ilmu berkesesuaian dengan 
penelitian ini. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Nabi Muhammad S.A.W  bersabda: 
  
 
Dari Abdullah bin Mas‟ud Radialahluta‟ala ia berkata : 
Rasulullah S.A.W berkata kepada kami : wahai segenap 
pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk 
menikah maka menikahlah, sesungguhnya pernikahan 
merundukan mata dalam pandangan, menjaga farji, dan siapa 
diantara kalian yang belum mampu maka sebaikknya ia 
berpuasa, maka dengan puasa akan 
menjaganya.
8)Muttafaqun a‟laih).
Berdasarkan  hadist di atas dijelaskan bahwa bagi 
siapa saja umat Islam yang sudah mampu untuk membangun 
rumah tangga maka di anjurkan baginya untuk melaksanakan 
suatu perkawinan. Namun dalam realitas keberlakuannya 
dalam masyarakat muslim di Indonesia akhir-akhir ini sangat 
mudah sekali terjadi perkawinan dan demikian juga 
perceraian  sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu 
bertujuan untuk cerai.
Mengenai perkara baik itu perkawinan atau perceraian, 
atau perkara-perkara lainnya yang menyangkut dengan 
hukum keluarga Islam  dalam kehidupan masyarakat Islam, 
baik itu mengenai  norma atau kaidah yang terkandung 
dalam masyarakat Islam di implementasikan dalam bentuk 
aturan pokok yang di sebut Syari‟at Islam.
Upaya mewujudkan hukum keluarga  Islam dalam 
sistem  hukum positif memerlukan proses formulasi kedalam 
bentuk aturan Perundang-Undangan.
Pada  pendahuluan pasal 38 Undang- Undang No. 1 
Tahun 1974 Bab VIII Tentang Perkawinan disebutkan 
bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena 
kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.
9
 Putusnya 
perkawinan karena perceraian di Indonesia pada umumnya 
                                                             
8 Hafidz bin Hajar Asqlani, Bulughul Marram (Daarul Ahya Al-
Islamiyyah, 258 H), h.200 
9 Undang-undangan  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, 
Pasal 38  
  
 
menggunakan lembaga cerai talak, namun tidak sedikit dari 
masyarakat yang putus hubungan perkawinannya karena 
putusan Pengadilan, di antaranya ialah gugat cerai dengan 
alasan pelanggaran taklik talak. 
Ini juga tertera dalam lafadz shigat talak yang 
diucapkan suami setelah ijab qabul dan apa bila suami 
melanggar taklik talak yang telah di ucapkan itu dapat  
menjadi dasar seorang isteri mengajukan gugatan perceraian 
dengan alasan pelanggaran taklik talak.
Pembacaan taklik talak oleh suami di hadapan para 
saksi dan juga oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di 
hadapan semua orang dan juga mempelai wanita itu sendiri 
di ucapkan secara sukarela namun dari segi kekuatan hukum 
isteri telah dibentengi oleh alat-alat bukti berupa catatan 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN), saksi-saksi dan masyarakat 
yang hadir dalam proses pernikahan itu.
Pada saat suami melanggar taklik talak atau pada saat 
suami tidak melaksanakan kewajibannya baik itu nafkah, 
meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut atau menyakiti 
badan isteri tersebut  isteri berhak mengadukannya kepada 
Pengadilan Agama maupun petugas lembaga taklik talak itu 
sendiri.
al-Qur‟an surat an-Nisa: 128
           
        
           
   
  
 
Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan 
nusyuz
10
 atau   bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat 
mengadakan perdamaian yang sebanarnya
11
, dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir.
12
Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan 
dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan 
sikap tak acuh), maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan. 
Berdasarkan ayat di atas seorang isteri  yang merasa 
tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan 
maupun perbuatan dari suaminya seperti yang pernah 
dirasakan sebelumnya, dan hal tersebut di khawatirkan dapat 
mengantar kepada perceraian maka tidak mengapa bagi 
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.  
Menurut Sayuti thalib ayat ini merupakan dasar untuk 
merumuskan tata cara dan taklik talak merupakan suatu 
perjanjian dalam perkawinan. Taklik talak yaitu suatu  suatu 
talak yang di gantungkan jatuhnya jika terjadi suatu hal yang 
memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih 
dahulu dalam suatu perjanjian yang telah di perjanjikan 
sebelumnya.
13
 
Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut 
hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan 
alasan-alasan yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam 
kaitannya dengan ini ada dua pengertian yang harus dipahami  
                                                             
10 Al-qur’an terjemah, Kementrian Agama RI, (Bogor: Syigma, 
2007), h.99 
 Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau 
menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. 
11Ibid, Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asalkan 
suaminya mau kembali. 
12Ibid, Tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya 
kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian isteri 
melepaskan haknya, maka boleh suami menerimanya. 
13 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Yayasan 
Penerbit UI, 1974), h.118 
  
 
yaitu „‟bubarnya perkawinan‟‟dan istilah ‟‟perceraian‟‟ 
perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan. 
Alasan perceraian menurut kompilasi Hukum Islam 
disebutkan alasan-alasan perceraian adalah: 
1. Kematian  
2. Perceraian ; dan 
3. Atas putusan Pengadilan14 
Undang- Undang Perkawinan pada dasarnya 
mempersulit adanya perceraian, alasan Undang- Undang 
mempersulit perceraian adalah: 
a. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, 
sedangkan perceraian adalah hal perbuatan yang 
dibenci oleh Tuhan (Allah); 
b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami 
terhadap isteri; dan 
c. Untuk mengangkat derajat dan martabat isteri 
(wanita), sehingga setara dengan derajat dan 
martabat suami (pria). 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk 
di adakannya penelitian mengenai putusan Hakim dalam 
pelanggaran taklik talak. Dilaksanakannya analisis tentang 
pelanggaran taklik talak atas putusan Hakim di Pengadilan 
Agama agar mengetahui lebih dalam bagaimana ijtihad dan 
dasar hukum Hakim dalam memutus suatu perkara mengenai 
pelanggaran taklik talak. 
Penelitian ini menganalisis putusan-putusan 
pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A 
Tanjung Karang dengan tujuan agar mengetahui dasar 
hukum Hakim dalam mengambil putusan pelanggaran taklik 
talak dan mengetahui perkembangan masalah taklik talak 
sehingga menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, 
alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat 
                                                             
14 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ,(Jakarta.: 
Akademika Pressindo Indonesia, 2010), h.76  
  
 
untuk di atasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang 
berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Karena pada dasarnya Allah SWT membenci perceraian dan 
di laksanakannya pengucapan shighat taklik talak bertujuan 
untuk menjaga isteri dari kesewenangan suami bukan untuk 
dijadiakan senjata ketika ada hal permasalahan dalam rumah 
tangga yang di akhiri dengan perceraian.  
Berdasarkan pemaparan di atas maka sangat perlu 
untuk dilakukan penelitian mengenai putusan Hakim dalam 
pelanggaran taklik talak  yang kemudian diangkat menjadi 
skripsi yang berjudul „‟ANALISIS KOMPILAS HUKUM 
ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN 
PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN 
PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN 
PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG 
KARANG)‟‟ 
D. Rumusan Masalah 
Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, 
maka dirumuskan beberapa masalah:  
1. Apakah yang menjadi dasar hukum putusan Hakim dalam 
perkara gugatan  pelanggaran taklik talak di Pengadilan 
Agama Kelas 1A Tanjung Karang? 
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam tentang 
putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak di 
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui dasar hukum putusan yang di 
putuskan Hakim pada putusan-putusan perkara gugatan 
pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 
1A Tanjung Karang. 
b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang 
putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak 
di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. 
 
 
  
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum 
perkawinan tentang gugatan perceraian dengan alasan 
pelanggaran taklik talak. Penelitian ini diharapan 
memberi masukan kepada masyarakat mengenai apa itu 
taklik talak dan akibat hukumnya. 
2. Secara praktis 
Penelitian ini di tujukan kepada kalangan praktisi 
hukum, khususnya hukum Islam tentang gugatan 
perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, sebab 
hukum akibat taklik talak. 
G. Metode Penelitian 
Metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Penelitian ini adalah penelitian library reaserch 
(penelitian pustaka)
15
, yaitu suatu penelitian yang 
menelaah dari berbagai macam teori, data-data, dan 
dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan yang akan diteliti yang dapat 
menjadi landasan teori bagi penelitian. Yang mana 
objek penelitinya yaitu sumber-sumber dalam hukum 
perdata Islam yang membahas tentang masalah 
perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak. 
b. Kemudian sifat analisis ini yaitu deskriptif analitis,16 
Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah 
suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 
bertujuan untuk membuat deskripsi/gambaran secara 
sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat, ciri-ciri, serta hubungan unsur-unsur  yang ada 
dalam fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan 
                                                             
15 M. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 
53 
16 Chaolid Narbuko. Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi 
Aksara. 2007), h.45 
  
 
di gambarkan bagaimana putusan Hakim mengenai 
pelanggaran taklik talak dalam suatu hubungan 
rumah tangga oleh putusan Hakim Pengadilan 
Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung. 
2. Sumber data 
Sumber data adalah tempat dimana data itu di 
peroleh. Adapun sumber data penelitian ini adalah: 
Sumber data skunder yaitu data yang menjelaskan 
bahan hukum primer yang  mengenai pelanggaran taklik 
talak yaitu data yang di peroleh dari Pengadilan Agama 
Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kemudian 
di perlengkap dengan data-data dari sumber lain seperti 
buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan pembahasan. 
3. Metode pengumpulan data 
Pada penelitian ini digunakan pengumpulan data 
studi pustaka, mengingat penelitian ini merupakan bahan 
kepustakaan maka dalam penelitian ini pengumpulan 
data yang digunakan hanya metode dokumentasi, yaitu 
alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable 
yang berupa dokumen, catatan, transikip, dan lain-lain 
yang berhubungan dengan pelanggaran ta‟lik talak baik 
itu bahan primer maupun bahan sekunder.
17
 
4. Metode pengelolaan data 
1. Editing 
Yaitu pengecekan terhadap data-data atau 
bahan-bahan yang telah diperoleh untu mengetahui 
catatan itu baik dan dapat dipersiapkan untuk 
keperluan berikutnya. 
2. Penandaan data (coding) 
Yaitu memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau 
                                                             
17 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), h. 103 
  
 
dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis 
penerbit, tahun penerbit).
18
 
 
3. Sistemazing atau sistematis 
Yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. Yang 
dimaksud dalam hal ini yaitu pengelompokan data 
secara sistematis data yang sudah di edit dan di beri 
tanda menurut klasifikasi dan rumusan masalah.
19
 
5. Metode analisis data 
Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif 
yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang 
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 
gambaran  yang lengkap tentang keadaan hukum yang 
berlaku di tempat tertentu. Dalam analisis kualitatif 
digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari 
pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik 
tolak dengan pengetahuan umum yang menilai kejadian 
yang khusus.
20
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
18Abdul Kadir Muhammadd, Hukum dan Penelitian, (Bandar 
Lampung: Citra Aditiya), h.126   
19
 Ibid,  h.126 
20 Saiffuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 1999), h.40 
  
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. TINJAUAN TAKLIK TALAK SECARA UMUM 
1. Pengertian Talak 
Agama Islam adalah agama yang selalu relevan di 
setiap zaman dan tempat, Islam tidak menyulitkan 
pemeluknya dalam meraih kebahagiaan dan kehidupan di 
dunia. Dengan syarat mereka tetap berpegang teguh kepada 
ajaran dan hukum-hukumNya.  
Salah satu kebahagian anak Adam adalah 
menjalankan suatu perkawinan dengan tujuan menciptakan 
keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan keturunan 
yang baik lagi bagus. Namun fenomena di dalam 
masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang 
diharapkan sakinah, mawadah, warohmah ternyata karena 
satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. 
Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, 
pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di 
damaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian 
atau talak. 
Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk 
mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri 
serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. 
Kendati dibolehkan sesungguhnya Allah membenci 
perceraian atau talak. Salah satu alasan perceraian yang 
sering terjadi  adalah karena pelanggaran shigat taklik 
talak. 
Mengenai pengertian talak sendiri menurut bahasa, 
talak berasal dari bahasa arab yaitu „‟قلاطا‟‟ yang berarti 
melepaskan atau meninggalkan, ada bahasa dalam bahasa 
arab seperti „‟naqah thaliq yang di maksud yaitu unta yang 
  
 
terlepas tanpa di ikat‟‟.21 Dengan kata lain talak memiliki 
artian lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya 
hubungan perkawinan. 
Lafadz talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak 
zaman jahiliyah. Penduduk arab  jahiliyah melakukannya 
ketika melepas tanggungan  dan di batasi sebanyak tiga 
kali. 
Di riwayatkan dari Urwah bin Zubair Rasulullah 
S.A.W.berkata: „‟Dulunya manusia menalak istrinya tanpa 
batas dan bilangan.‟‟ Seseorang yang mentalak isterinya, 
ketika mendekati habis masa menunggu ia kembali 
kemudian mentalak lagi dengan maksud menyakiti 
wanita
22
. 
Maka dari itu turunlah surah al-Baqoroh  ayat 229: 
        
          
    
        
    
       
                                                             
21 Slamet Abidin, Fikih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
1999), h. 9 
22 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul wahhab Sayyed Hawwas,  
Fiqh Munakahat (khitbah, nikah dan talak), (Jakarta: Amzah, 20014), h. 255 
  
 
  
  
 
Artinya: 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu 
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil 
kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir 
bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum 
Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. 
Sedangkan menurut Al-Jaziri, talak ialah:
Talak ialah menghilangkan ikatan pekawinan atau 
mengurangi pelepasan  ikatannya dengan menggunakan kata 
tertentu.
23
 
Berdasarkan pemaparan di atas talak adalah 
menghilangkan ikatan perkawinan sehingga antara suami 
dan isteri tidak ada kehalalan bagi keduanya. Ada beberapa 
alasan bagi suami isteri melakukan talak (perceraian) salah 
satunya yaitu akibat pelanggaran oleh suami terhadap shigat 
talik talak. 
2. Macam-macam talak 
a. Ditinjau dari segi waktu di jatuhkannya, maka 
talak di bagi atas tiga macam, yaitu: 
1) Talak Sunni24 
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 Tihami, Sohari sahrani,  Fikih Munakahat (kajian fikih nikah 
lengkap), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 230  
24 Slamet Abidin op. cit, h.41 
  
 
yaitu suatu talak yang di jatuhkan sesuai 
tuntunan sunnah, ada empat syarat dalam talak sunni, 
yaitu: 
a) Isteri yang di talak sudah di gauli, dan jika 
belum di gauli maka tidak termasuk talak 
sunni. 
b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci 
setelah di talak, maksudnya ia lah ia dalam 
keadaan suci dari haid, karena menurut ulama 
Syafi‟iyah itungan iddah seorang wanita ialah 
tiga kali suci, bukan tiga kali haid. 
c) Talak yang di jatuhkan ketika isteri dalam 
keadaan suci. 
d) Suami tidak pernah menggauli ister selama 
masa suci talak itu di jatuhkan. 
2) Talak Bid‟i25 
yaitu talak yang di jatuhkan tidak sesuai atau 
bertentangan dengan sunnah, yang di maksud 
dengan talak bid‟i ialah: 
a) Talak di jatuhkan pada waktu istri menstruasi. 
b) Talak di jatuhkan pada waktu isteri dalam 
kedaan suci    tetapi dalam keadaan suci 
tersebut pernah di gauli. 
3) Talak Sunni wal bid‟i 
yaitu suatu talak yang tidak termasuk talak 
sunni dan talak bid‟i, kriteria talak sunni wal 
bid‟i ialah: 
a) Talak di jatuhkan kepada isteri yang belum 
pernah di gauli. 
b) Talak dijatuhkan pada isteri yang belum 
pernah haid, dan atau yang telah lepas haid. 
c) Talak dijatuhkan pada isteri yang sedang 
hamil. 
b. Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang di 
gunakan dalam talak terbagi menjadi dua macam. Yaitu: 
                                                             
25 Slamet abiding Op. Cit, 41 
  
 
1). Talak Sharih/ Dzohir 
yaitu: kata-kata yang digunakan jelas dan tegas, 
dapat dengan mudah dipahami sebagai pernyataan talak 
atau cerai ketika diucapkan. 
Menurut Ahl Al-Zhahiriyah talak tidak jatuh kecuali 
dengan menggunakan tiga kata: talak, firoq, dan sarah. 
Beberapa contoh talak sarih ialah seperti suami 
berkata kepada isterinya: 
a) Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya 
cerai sekarang juga. 
b) Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya 
pisahkan sekarang juga. 
c) Engkau saya sarah sekarang juga, engkau 
saya lepas sekarang juga. 
Apabila suami mengucapkan talak kepada isterinya 
dengan talak sarih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya 
sepanjang suami dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan 
suatu apapun.
26
 
2). Talak kinayah 
yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran 
seperti: 
1. Engkau sekarang telah jauh dariku 
2. Selesaikan sendiri segala urusanmu 
3. Susullah keluargamu sekarang juga 
4. Engkau sekarang telak bebas merdeka hidup 
sendirian. 
Ucapan-ucapan tersebut dimaksudkan dengan talak 
atau bias juga mengandung makna lain. Menurut Taqiyuddin 
Al-husaini itu tergantung kepada niat suami, artinya jika 
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sumi mengatakan itu dengan maksud talak maka jatuhlah 
talak itu, dan jika suami tidak dengan maksud mentalak 
maka tidak jatuh talak. 
c. Ditinjau dari segi bisa atau tidaknya rujuk kembali bagi 
suami kepada bekas isteri maka talak terbagi menjadi dua 
yaitu: talak raj‟i dan talak bai‟n.  
1). Talak raj‟i yaitu  
 Untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas 
suami tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, mahar 
dan persaksian. 
   Setelah terjadinya talak raj‟i isteri wajib beriddah 
namun bila mantan suami hendak kembali sebelum masa 
iddah berakhir maka hal itu dapat dilakukan dengan 
pernyataan rujuk, tetapi jika sampai akhir masa iddah suami 
tidak menyatakan rujuk maka dengan berakhirnya masa 
iddah kedudukan talak ini menjadi talak bai‟n. 
2).Talak bai‟n, yaitu27 
 Talak yang jatuhnya tidak memberi hak rujuk 
kepada mantan isteri untuk kembali kepada mantan 
suami. Apabila mantan suami isteri itu hendak kembali 
maka wajib bagi keduanya mengadakan akad nikah 
yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. 
Talak bai‟n sendiri ada dua macam yaitu: 
a) Talak bai‟n sugro ialah talak yang menghilangkan 
status perkawinan tetapi tidak menghilangkan 
kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan 
bekas isteri. Yang terasuk talak bain sugro ialah: 
b) Talak sebelum berkumpul. 
c) Talak dengan khulu‟ 
                                                             
27 Djamal Latief, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1981), h. 61 
  
 
d) Talak karena aib (cacat badan), salah seorang 
dipenjara, penganiayaan, dan lain-lain. 
e) Talak bain kubro yaitu, talak yang 
menghilangkan status perkawinan dan 
menghilangkan kehalalan suami untuk kawin 
kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah 
bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah 
berkumpul dan cerai secara wajar serta telah 
selesai menjalankan iddahnya.  
d. Ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada 
isteri 
1). Talak dengan ucapan
28
 
yaitu talak yang di ucapkan oleh suami secara 
lansung di hadapan isteri. 
2). Talak dengan tulisan 
yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami secara 
tertulis kemudian di baca oleh isterinya dan isterinya tahu 
maksud isi tulisan tersebut. Dan talak tersebut jatuh meski 
dengan tulisan. 
3). Talak dengan isyarat
29
 
yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami yang tuna 
wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat di 
pandang sebagai alat komunikasi, oleh karena itu isyarat 
baginya sama kedudukannya dengan ucapan dan ia biasa 
menjatuhkan talak dengan cara isyarat dan itu di 
perbolehkan selama maksudnya bertujuan mengatakan 
talak untuk memutus perkawinan. 
Sebagian Fuqoha mensyaratkan, talak bagi tuna 
wicara dengan isyarat itu hanya di peruntukkan bagi mereka 
yang buta huruf, sedangkan bagi mereka yang mengenal 
baca tulis  maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat. 
                                                             
28 Mahmud Yunus,  Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut 
Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali), (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 
Cet Ke-12,1990), h.115 
29 Ibid, h.115 
  
 
4). Talak dengan utusan 
Yaitu talak yang di jatuhkan suami kepada isterinya 
melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk 
menyampaikan maksud suami tersebut. Dalam hal ini utusan 
tersebut berkedudukan sebagai wakil suami untuk 
menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak tersebut. 
3. Pengertian Taklik Talak 
Taklik talak berasal dari dua suku kata yaitu taklik 
dan talak. Menurut bahasa talak yang berasal dari bahasa 
arab قلاطا memiliki arti yaitu lepas atau bebas, dalam istilah 
agama talak berarti melepaskan suatu ikatan dalam 
perkawinan.
30
 Sedangkan taklik atau muallak yaitu 
menggantungkan.
31
 
Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia 
adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa 
suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, 
maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang 
telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengaduknnya ke 
Pengadilan Agama dan apabila alasannya  terbukti maka 
Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain 
taklik talak akan memberikan akibat hukum.
32
 
Berdasarkan uraian di atas taklik talak bisa di artikan 
sebagai suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu 
hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu 
perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu atau suatu 
talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat.
33
 
Buku 1 KHI tentang Perkawinan telah menempatkan 
taklik talak sebagai perjanjian dan dapat mengadakan 
perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak selama itu 
tidak melanggar hukum Islam. 
                                                             
30 Sayid Sabiq, Fikih Sunah Jilid 8, Terjemahan Mohamad Thalib, 
(Bandung : Al Maarif, 1980), hal 7 
31 Ibid, h.38 
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 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet ke- 1), h. 207 
33 Djamal Latief Op.cit, h.119 
  
 
Mengenai perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum 
Islam memperinci sebagai berikut: 
  
  
 
Pasal 45 berbunyi: 
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian 
perkawinan dalam bentuk: 
1. Taklik talak. 
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan 
hukum Islam. 
Kemudian di lanjutkan  Pasal 46 berbuyi: 
1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan 
hukum Islam. 
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik 
talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan 
sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-
sungguh jatuh isteri harus mengajukan 
persoalannya ke Pengadilan Agama. 
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian 
yang wajib diadakan pada setip perkawinan, akan 
tetapi sekali taklik talak sudah di perjanjikan 
tidak dapat di cabut kembali. 
4. Macam-macam taklik talak 
Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa 
perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada 
dua macam bentuk : 
1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena 
mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau 
meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan 
suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut 
dengan taklik qasami, seperti: 
Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak, 
maksudnya adalah suami melarang isterinya 
keluar rumah ketika ia keluar. 
  
 
2. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan 
talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Takilk 
seperti ini disebut dengan taklik syarti atau taklik 
syarat, seperti: 
Jika engkau membebaskan aku dari membayar 
sisa maharmu, maka engkau tertalak.
34
 
Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan 
dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada takilk 
qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan 
pada taklik Syarti, suami mengajukan syarat dengan 
maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami 
pada isterinya. 
Menurut Ibnu Hazm dua jenis taklik talak di atas 
(taklik qasami dan taklik syarthi) keduanya tidak sah dan 
ucapannya tidak mengandung akibat apa-apa, dengan alasan 
bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak. 
Sedangkan taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Al-
Qur‟an maupun dalam As-Sunah.  
Tentang taklik bersyarat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu 
Qayyim berpendapat bahwa taklik talak yang berarti janji 
dipandang tidak berlaku sedang orang yang 
mengucapkannya wajib membayar kafarat dengan memberi 
makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada 
mereka dan jika tidak, maka ia wajib berpuasa selama tiga 
hari. Mengenai  talak bersyarat keduanya berpendapat 
bahwa talak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan 
persyaratan telah terpenuhi.
35
 
Adapun syarat sahnya taklik talak ada tiga yaitu: 
1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di 
kemudian hari. 
                                                             
34
 Sayyid Sabiq, Op.cit, h.39 
35  Sayid Sabiq, Op. cit h. 39-40 
 
  
 
2. Hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat 
dijatuhi thalak (dalam keadaan memenuhi 
persyaratan untuk di jatuhi talak), umpamanya isteri 
ada dalam pemeliharaan suami 
3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri 
berada dalam pemeliharan suami.
36
 
Talak muallak (taklik talak) seperti ini di sepakati 
keabsahannya oleh mayoritas Fuqoha.
37
 
5. Dasar Hukum Taklik Talak 
  Di Indonesia taklik talak  telah mendapat tempat 
yang tidak kurang penting dari talak munajjaz. Menurut 
jumhur Ulama taklik talak itu sah, sedangkan menurut 
pendapat Abu Abdurrahman Ahmad Bin Yahya bin Abdul 
Aziz bin Asy talak yang di taklik dengan syarat itu tidak jatuh 
ataupun sah.
38
 
  Taklik talak di Indonesia ini berlainan dengan 
taklik talak yang ada dalam kitab fikih, yang mana dalam 
kitab fikih yang menjadi sasaran adalah isteri, seperti suami 
yang mengatakan kepada isterinya‟‟ jika kamu keluar dari 
rumah ini, engkau tertalak. Sedangkan dalam versi Indonesia 
yang menjadi sasaran adalah suami. 
  Pada pasal 1 huruf e Intruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam (KHI) 
menyebutkan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan 
calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan 
dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan 
kepada suatu keadaan tertentu yang datang.
39
  
  Taklik talak dalam versi Indonesia ini di dasarkan 
oleh firman Allah surah an-Nisa ayat 128, yang berbunyi: 
                                                             
36 Sayid Sabiq, Op. cit h. 38 
 37 Hasbi Ash-shidiqy, Hukum Fiqih Islam, ( Bulan Bintang, cetakan 
ke-IV, 1970), h.296 
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 Wan Rijawani, Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi 
Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri, (Fakultas Hukum 
Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2003) 
  
 
            
       
         
    
  Artinya: 
  Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz 
atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa 
bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu 
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu 
(dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
  Ayat tersebut menjelaskan bahwa Keangkuhan 
seorang suami  yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya 
dan menghalangi hak-haknya, walaupun hanya sikap 
berpaling. Sikap acuh dari suaminya itu yang menjadikan 
sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik 
dalam percakapan ataupun perbuatan  dari suaminya seperti 
yang pernah dirasakan sebelumnya. 
Atas hal tersebut ditakutkan mengantar kepada 
perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya.
40
 
Shigat taklik talak yang di ucapkan suami kepada 
isterinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut: „‟sewaktu-
waktu saya: 
                                                             
40 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,  volume 2,( Ciputat:  
Lentera Hati, 200), h. 579. 
  
 
1. Meninggalka isteri saya enam bulan  berturut-
turut; 
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 
tiga bulan lamanya; 
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri 
saya itu; 
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) 
isteri saya itu enam bulan lamanya; 
Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan 
halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas 
yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan 
pengaduaannya di benarkan serta diterima 
Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya 
itu membayar uang sebesar Rp 50.00 (lima puluh 
rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, 
maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada 
Pengadilan Agama atau petugas tersebut saya 
kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) 
itu dan kemudin memberikannnya untuk 
keperluan ibadah sosial.
41
 
Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 
1975, bunyi shigat taklik talak  yang ke (1) diubah kata-kata 
enam bulan menjadi dua tahun, sehingga berbunyi 
‟‟meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut‟‟ 
sedang yang lainnya tetap tidak berubah, perubahan tersebut 
mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 1975.
42
 
Mengenai iwadl dasar hukum disyari‟atkannya khul‟i 
dalam surat al-Baqarah ayat 229: 
                                                             
41 Termuat dalam surat nikah 
42 Djamal latif, Op.Cit, h. 63 
  
 
        
           
       
      
       
Artinya: 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh 
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan 
cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 
kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 
isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka 
janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar 
hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. 
Melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri 
memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan 
perceraian.
43
 
Selain itu mengenai iwadl terdapat pula dasar hukum 
dari hadits, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Shan‟ani bahwa 
istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang 
                                                             
43 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan kesan dan 
keserasian Al-Qur’an, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 462 
  
 
menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya 
sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut: 
Artinya: 
Dari Ibnu Abbas, dia berkata: „‟isterinya Tsabit bin Qais 
bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata: yaa 
Rasulullah sesungguhnya saya tidak mencela dia (suaminya) 
didalam masalah akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak 
menyenangi kekufuran di dalam Islam, Rasulullah bertanya: 
maukah kau mengembalikan kebunnya kepadanya?, perempuan 
itu menjawab “ mau‟‟, maka Rasulullah SAW bersabda kepada 
Tsabit: terimalah kebunmu itu, dan talaklah isterimu dengan 
talak satu.‟‟(Hadist riwayat Bukhori dan Nasa‟i).44 
Abu Bakar bin Abdul „I-Lah al-Mazini dalam hal ini 
membedakan sendiri pendapatnya dari pendapat jumhur Fuqaha, 
dengan mengatakan bahwa suami tidak boleh mengambil 
sesuatu apapun dari isteri. 
Pendapat beliau selaras dengan firman Allah pada surah an-Nisa 
ayat 20, yang berbunyi: 
                                                             
44 Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar, jilid VII, 
Penerjemah Adib Mustafa, Dkk (Semarang: CV Asy-Syifa, 1994), h.68 
  
 
           
           
      
Artinya 
Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri 
yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di 
antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu 
mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah 
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang 
dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?. 
Kebanyakan Para Ulama fikih berpendapat bahwa 
pengertian ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa 
kerelaan istri. Beda  halnya jika dengan kerelaannya, maka hal 
itu dibolehkan.
45
 
Ayat Al-Qur‟an dan Hadits inilah yang menjadi dasar 
hukum taklik talak dan penerimaan iwadl.
46
 Dan dasar  hukum 
taklik talak sama hukumnya dengan talak tunai (munajjaz)  yaitu 
makruh. Ini menurut hukum asal, tetapi apabila dengan adanya 
taklik talak akan membawa pada kerusakan maka hukumnya 
menjadi haram.
47
 
Talak yang di jatuhkan karena pelanggaran taklik talak 
dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama dan talak yang 
dijatuhkan selalu talak satu khul‟i, karena ada iwadl sehingga 
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talak tersebut menjadi talak ba‟in. Dalam hubungan ini 
Mahkamah Islam Tinggi dalam keputusannya tanggal 14 maret 
1950 No.1 tidak meluluskan jatuhnya talak yang di gantungkan 
(taklik talak) karena isteri telah meninggalkan suaminya tidak 
dengan izinnya.
48
Tetapi kemudian dalam putusannya pada 
tanggal 27 november 1950 No.6 Mahkamah Islam Tinggi 
berpendapat lain, yaitu bahwa nuzyusnya isteri tidak 
menghalangi atau tidak berhubungan dengan taklik yang mutlak 
itu.
49
 
Peraturan Menteri Agama menjelaskan secara jelas, 
bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian 
perkawinan. Seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) Pasal 46: 
1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum 
Islam; 
2. Apabila yang di isyaratkan dalam taklik talak betul-betul 
terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. 
Isteri harus mengadukan persoalannya ke Pengadilan 
Agama; 
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib 
dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak 
telah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali.
50
 
Pada Pasal 45  Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : 
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perkawinan dalam 
bentuk : 
a. Taklik talak. 
b.  Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum 
Islam.
51
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Taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam KHI diatur 
Pasal 45 dan 46 secara khusus. Pada Pasal 51 disebutkan bahwa 
pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk 
meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan 
gugatan perceraian ke pengadilan Agama. 
Berkenaan dengan perceraian KHI menyebutkan bahwa 
taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri 
untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.  
Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI 
Pasal 113 disebutkan bahwa : “perkawinan dapat putus karena : 
1. Kematian, 
2.  Perceraian, dan 
3. Putusan Pengadilan 
 
Pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 116 huruf g di 
sebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau 
alasan-alasan: 
1. Salah satu piha berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan 
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya; 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang 
lain; 
  
 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atu penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai suami atau isteri; 
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga; 
7. Suami melanggar taklik talak; 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
ketidak rukunan dalam rumah tangga. 
B. TINJAUAN TAKLIK TALAK MENURUT KOMPILASI 
HUKUM ISLAM 
1. Sejarah Taklik Talak 
Pada masa peperangan VOC di Batavia, para tentara 
kerajaan Mataram di kerahkan dari Yogyakarta melewati 
Cirebon untuk menuju Batavia. Namun setelah peperangan 
selesai para prajurit Mataram banyak yang tidak kembali ke 
Mataram dan menetap di Batavia (Jakarta) dan menikah 
kembali dengan perempuan-perempuan di sana sehingga isteri-
isteri meraka statusnya terkatung-katung. 
Mengenai peristiwa ini, maka ada kebijakan yang dibuat 
oleh Pemerintah mengenai perkawinan. Menurut catatan 
sejarah, pelembagaan taklik talak mulai dari kepemerintahan 
Sultan Agung Hanyakrakususma, raja Mataram (1554 Jawa-
1630 Masehi) bahwa setiap perkawinan disertai dengan taklik 
dalam rangka melindungi kedudukan isteri dari perlakuan 
sewenang-wenangan suami.
52
 
yang aslinya berbunyi:  
Mas penganten, pekenira tompo talik janji dalem, 
samongso pekanira nambung (ninggal) rabi pekanira..... lawase 
pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang segoro rong tahun, 
saliyani nglekoni hayahan dalem, tan terimane rabi pekanira 
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ngantidarbe hatur rapak (sowan) hing pengadilan hukum, 
sawuse terang papriksane runtuh talak pekanira sawija‟.  
Yang artinya:  
Wahai penganten, dikau memperoleh taklik janji dalem, 
sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu 
bernama......... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau 
menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan 
tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan 
rapak (menghadap) ke Pengadilan hukum, setelah jelas dalam 
pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu.  
Taklik tersebut tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi 
diucapakan oleh Penghulu (Naib) dan cukup dijawab “hinggih 
sendika” (iya, saya terima.53 
Menurut Zaini Ahmad Noeh, pelembagaan taklik talak 
yang terjadi pada masa itu merupakan pengembangan 
pemikiran dan pemahaman Ulama terhadap hukum Islam, 
terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian). 
Setelah Belanda datang ke Indonesia, ketika Snouck 
Hurgronje membahas masalah hukum adat, Ia mengetahui 
bahwa taklik talak telah berkembang di masyarakat. Karena 
dalam rangka memuluskan misinya ke Indonesia, yakni misi 
dagang dan misi penjajahan, Belanda mengambil sikap netral 
terhadap hukum Islam yang telah berkembang dalam 
masyarakat. 
Pada pemerintahan Hindia Belanda, setelah Daendels 
mengeluarkan instruksi bagi Bupati tahun 1808, kemudian 
sebagai bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum 
Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan staatblad 1882 
No. 152 dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama 
Priesterraden atau disebut Raad Agama atau Rapat Agama atau 
Pengadilan Agama yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 
Agustus 1882 yang dimuat dalam staadblad 1882 No. 153.  
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Untuk pemberlakuan taklik talak, maka keluarlah 
Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb 1895 jis 1929 No. 348 
dan Stb 1931 No. 348, Stb 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo 
dan Yogyakarta.
54
 
Maka dari itu timbullah gagasan para Penghulu dan 
Ulama dengan persetujuan Bupati untuk membentuk 
pelembagaan  taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para 
suami agar lebih mengerti kewajibannya terhadap isteri, dengan 
tambahan rumusan sighat tentang kewajiban nafkah dan tentang 
penganiayaan suami. 
Melihat manfaat taklik talak, maka banyak penguasa 
yang ada di  daerah luar Jawa dan Madura mulai ikut 
memberlakukannya di daerah masing-masing. Pada tahun 1925 
taklik talak sudah berlaku di Minangkabau, sementara di Muara 
Tembusi berlaku pada tahun 1910, begitu halnya di Sumatera 
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Sulawesi 
Selatan. Terlebih setelah  berlakunya Ordonansi Pencatatan 
Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni Stb. 1932 No, 482.
55
 
Pada saat  Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU 
No.2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan 
tentang sighat taklik talak diberlakukan serentak di seluruh 
Indonesia, dengan pola saran sidang khusus Birpro Peradilan 
Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, 
Malang tahun 1856.
56
 Dan terakhir setelah UU Perkawinan No. 
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1 Tahun 1974 dengan bunyi sighat taklik yang ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990.
57
 
2. Eksistensi taklik talak 
Eksistensi taklik talak sebagai alasan perceraian banyak 
perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Ada yang 
membolehkan dan ada pula yang menolaknya, ada yang pro dan 
ada pula yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang 
mewarnai perkembangan hukum Islam. 
Diantara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat. 
Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang 
membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya 
perbedaan tersebut terletak pada bentuk sifat dan sighat taklik 
talak yang bersangkutan.  
Pendapat yang pertama, mereka membolehkan secara 
mutlak semua bentuk sighat taklik, baik yang bersifat syarthi 
maupun qasami. Mengenai shigat taklik yang bersifat syarthi 
para Ulama yang membolehkan asalkan itu  sesuai dengan 
maksud tujuan hukum Syar‟i.58 
Secara yuridis mengenai alasan perceraian, pada Pasal 
39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 PP 
No. 9 Tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai 
taklik talak sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan 
kedua Pasal itu sudah cukup memadai.  
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan 
adanya Pasal yang secara khusus menyebutkan dan mengatur 
tentang masalah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan 
maupun sebagai alasan perceraian. Pada Pasal 29 Undang-
Undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua 
mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum 
melangsungkan perkawinan. 
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Penjelasan pada Pasal (29) menyatakan bahwa perjanjian 
perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak.  
Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai 
berikut: 
a. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan 
kedua pihak atas persetujuan bersama dapat 
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak 
ketiga tersangkut. 
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 
melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan  
c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan. 
d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut 
tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah 
pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan 
tidak merugikan pihak ketiga. 
e. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta 
perkawinan (Pasal 12 PP No 9 Tahun 1975).
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Mengenai alasan perceraian pada UU Perkawinan No 1 
Tahun 1974 juga tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan 
perceraian.  
Alasan Perceraian menurut Undang-Undang ini dalam 
penjelasan Pasal 39 ayat (2) adalah: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di 
sembuhkan. 
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b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang sah atau karena hal di luar kemauannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiyaan berat yang membahayakan terhadap 
pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagai suami istri. 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi 
perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan 
rukun lagi dalam rumah tangga. 
Taklik talak menurut PP No 9 Tahun 1975 mengatur 
tentang pelaksanaan dari UU No 1 Tahun 1974. Sebagaimana 
UU No 9 Tahun 1974, Undang-undang ini juga tidak memuat 
taklik talak sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai 
alasan perceraian. 
Mengenai alasan perceraian termuat dalam pasal 19 yang 
isinya sama persis dengan UU No 1 Tahun 1974, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di 
sembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang sah atau karena hal di luar kemauannya. 
  
 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiyaan berat yang membahayakan terhadap 
pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagai suami istri. 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi 
perselisian dan  pertengkaran dan tidak ada harapan 
rukun lagi dalam rumah tangga. 
Mengenai hubungan ini  M. Yahya Harahap menyatakan 
bahwa UU Perkawinan tidak menutup perceraian, pada saat 
yang bersamaan Undang-Undang juga tidak membuka lebar-
lebar pintu perceraian. Oleh karena itu jumlah perceraian harus 
dibatasi. Apa yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan 
dianggap cukup memadai, mensejajari dengan kebutuhan 
masyarakat. Apalagi jika dilihat dari pada Pasal 19 f PP No.9 
Tahun 1975, dan dikaitkan dengan perluasan alasan melalaikan 
kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU 
Perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup 
tidak perlu ditambah.
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Dilihat dari peraturan Perundangan, maka jelas bahwa 
taklik talak bukan suatu perjanjian perkawinan.
61
 Namun apabila 
di teliti dengan fakta yang sesungguhnya bahwa tidak sedikit 
permohonan cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama 
dengan alasan taklik talak setiap tahunnya, maka dengan itu 
apakah Pengadilan Agama telah membenarkan alasan perceraian 
di luar Undang-Undang?. 
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Melihat sikap Pengadilan Agama yang tampaknya telah 
membenarkan alasan perceraian di luar Undang-Undang dapat 
dirumuskan beberapa hal: 
1. Taklik Talak di lihat dari segi esensinya sebagai 
perjanjian yang menggantungkan kepada syarat 
dengan tujuan utama untuk melindungi isteri dari 
kemudharatan atas kesewenangan suami. 
2. Taklik talak sebagai alasan perceraian telah 
melembaga dalam hukum Islam sejak lama. Sebagian 
besar Ulama sepakat tentang sahnya dan sampai 
sekarang khususnya di Indonesia di realisasikan 
dalam bentuk perjanjian yang terdapat pada Undang-
Undang perkawinan. 
3. Substansi shigat taklik talak yang ditetapkan oleh 
Menteri Agama dipandang telah cukup memadai 
dipandang dari asas hukum Islam ataupun jiwa 
Undang-Undang Perkawinan. 
4. Di Indonesia, lembaga taklik talak secara yuridis 
formal telah berlaku sejak zaman Belanda, 
berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah 
merdeka. Dan pada saat sekarang, dengan 
diberlakukannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 
1991 yang antara lain mengatur tentang taklik talak, 
maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum 
tertulis. 
Menurut Khoirudin Nasution dalam mimbar hukum yang 
berjudul „‟ Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan 
Perjanjin Perkawinan‟‟ ada tiga kesimpulan dari bahasan 
tersebut.  Pertama, konsep taklik talak dan/ perjanian 
perkawinan telah lama di kenal di Indoneisa, meskipun yang 
mengenal belum mayoritas, bahkan masih sangat terbatas 
dikalangan tertentu. Kedua, ketersediaan aturan taklik talak dan/ 
perjanjian perkawinan sejak awal sampai muncul dalam 
  
 
Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, bertujuan untuk 
menjamin hak-hak isteri dan melindungi mereka dari tindakan 
diskriminatif dan tindakan kesewenang-wenangan lelaki 
(suami). Ketiga, meskipun konsep ini sudah lama digunakan, 
tetapi belum di pahami secara lengkap oleh masyarakat pada 
umumnya. Minimnya pemahaman terhadap konsep ini 
disebabkan salah satunya oleh kurangnya sosialisasi, oleh 
karena itu upaya sosialisasi perlu dilakukan secara terus 
menerus dan subtansial.
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Berdasarkan pemaparan di atas jelas bahwa landasan 
hukum taklik talak berlaku di Pengadilan Agama karena secara 
subtansial dalam KHI  taklik talak dapat dilihat dari dua segi, 
yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan 
perceraian. Maka dengan itu Hakim harus secara tegas 
mempertimbangkannya dalam putusannya, sehingga dapat 
menanggulangi dan mempersempit angka perceraian akibat 
pelanggaran taklik talak. 
Terlepas dari apakah taklik talak masuk dalam perjanjian 
perkawinan ataupun tidak. Pada intinya tujuan pasti adanya 
taklik talak telah memberikan suatu hal positif untuk melindungi 
isteri dari tindakan kesewenangan suami. 
Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa taklik talak 
sebagai alasan perceraian relevan dan dapat dibenarkan menurut 
hukum.
63
 Dan kiranya ketentuan-ketentuan mengenai hukum 
acara dapat dilaksanakan dengan benar, sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Pasal 62 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, yakni: 
segala penetapan dan putusan Pengadilan, setelah memuat 
alasan-alasan atau dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-
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Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dapat 
terpenuhi. 
3. Rumusan Perjanjian Taklik Talak 
Megenai rumusan perjanjian taklik talak, telah kita 
ketahui berdasarkan pemaparan di atas bahwasanya para ahli 
hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai 
taklik talak. 
Menurut pendapat  Ibn Hazm mengenai taklik 
talak baik itu taklik qasamy maupun taklik syarthi, keduanya 
tidak sah dan tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya 
karena Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak, 
sedang taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Alquran dan 
Sunnah.
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Jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila 
seseorang suami telah mentaklikkan talaknya dan telah 
terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki 
oleh mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah 
untuk semua bentuk taklik, baik  taklik itu taklik qasamy 
maupun taklik syarthi.
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Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah 
an-Nisa ayat 128: 
             
        
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            
 
Sayuti Thalib berpendapat bahwa ayat ini sebagai dasar 
dalam merumuskan tata cara taklik talak.
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Pendapat jumhur inilah yang di anut oleh Pemerintah 
Hindia Belanda di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) Staatblad 1882 No. 152, bahwa Raad 
Agama berwenang untuk memeriksa bahwa syarat taklik telah 
berlaku. 
Setelah Indonesia merdeka rumusan taklik talak 
ditentukan oleh Departemen Agama. Maksudnya untuk 
membatasi agar bentuk taklik talak tidak secara bebas begitu 
saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar adanya 
keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak 
kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari 
perbuatan kesewenang-wenangan suami. 
Sejak tahun 1940 sampai sekarang, rumusan sighat taklik 
talak telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan itu 
mengenai kualitas dari syarat taklik yang bersangkutan serta 
mengenai besarnya iwadl.
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Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak yang 
berlaku di Indonesia sejak sebelum merdeka (1940) hingga 
setelah merdeka, yang ditentukan oleh Departemen Agama, 
masing-masing pada tahun 1947, 1950, 1956 dan tahun 1975 
semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas 
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hukum Islam yakni mempersulit terjadinya perceraian dan 
sekaligus melindungi isteri dari perbuatan sewenang-wenang 
suami. 
Pengaturan sighat taklik oleh Menteri Agama bertujuan 
untuk menyesuikan dengan asas-asas hukum Islam tentang 
perceraian,  demikian pula untuk menyesuaikan  dengan asas-
asas yang terkandung dengan UU Perkawinan khususnya yang 
berkaitan dengan alasan perceraian. 
Rumusan sighat taklik talak sebagaimana yang terakhir 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 
juncto sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 46 ayat (2) 
KHI dianggap telah memadai dan relevan dengan asas-asas 
tersebut.  
Maka dengan kata lain  semua bentuk taklik talak selain 
(di luar) yang ditentukan oleh Departemen Agama/Menteri 
Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi. 
4. Pengaruh Taklik Talak Terhadap Kedudukan Wanita 
Dalam Rumah Tangga 
 Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 
penafsiran, maka perlu diberikan beberapa pengertian dalam 
penulisan mengenai pengaruh taklik talak terhadap kedudukan 
wanita dalam rumah tangga. 
 Beberapa istilah yang perlu dijelaskan pengertiannya 
antara lain: (1) pengaruh, (2) taklik talak, (4) kedudukan, 
(5)wanita, (6) rumah tangga. 
1. Pengaruh  
  Daya yang ada atau sesuatu yang timbul dari  
(orang, benda) yang dapat membentuk watak, 
kepercayaan, atau perbuatan (seseorang) atau bentuk dari 
suatu benda.
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Pengaruh merupakan kekuasaan yang 
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mengakibatkan perubahan perilaku orang lain atau 
kelompok lain.
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2. Taklik talak 
  Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan 
talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti 
melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama 
talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya 
hubungan perkawinan.
70
 Taklik atau muallak artinya 
bergantung, atau pernyataan jatuhnya talak atau cerai 
sesuai dengan janji yang telah di ucapkan.
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3. Kedudukan 
  Yang dimaksud dengan kedudukan adalah 
keadaan yg sebenarnya. 
4. Wanita 
  Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk 
menggambarkan perempuan  dewasa.  Perempuan yang 
sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. 
Untuk perempuan yang belum menikah atau berada 
antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga 
dengan anak gadis. 
5. Rumah tangga 
  Sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan di 
rumah (seperti halnya belanja rumah); atau yang 
(berkenaan dengan keluarga).
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  Maksud dari pengaruh taklik talak dalam 
kedudukan wanita dalam berumah tangga ialah 
bagaimana peran aktif taklik talak melindungi wanita 
dalam kedudukannya sebagai isteri dalam rumah tangga 
apabila terjadi kesewenangan dari pihak suami terhadap 
isterinya. Dan mungkinkah Hakim dapat memutuskan 
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perkawinan di karenakan gugat ceraian isteri terhadap 
suaminya yang melanggar taklik talak?.  
  Mengenai hal ini kompetensi perceraian dalam 
sistem hukum positif sepenuhnya berada di tangan 
Hakim. Pengadilan adalah forum yang dapat memenuhi 
permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran sebuah  
perkawinan. Walaupun pada hakikatnya dalam hukum 
Islam diketahui bahwa hakim sama sekali tidak 
mempunyai hak menjatuhkan talak terhadap istri dalam 
kondisi apapun.
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  Perceraian adalah hak seorang suami asalkan ia 
berlaku secara wajar terhadap istrinya, maksudnya ialah 
seorang sumi harus mengurus isterinya dengan 
sepatutnya, menghormati hak-hak isterinya, dan berlaku 
kasih sayang terhadapnya. Apabila terjadi sesuatu antara 
keduanya dalam perkawinan dan  tidak ada jalan baginya 
untuk meneruskan kehidupan bersama maka sepatutnya 
secara patut dan sopan suami menceraikannya. 
Berdasarkan pembahasan di atas dapat di ambil 
kesimpulan bahwa dari satu sisi taklik talak dapat 
mempegaruhi suami untuk konsisten dan bertangung 
jawab terhadap isteri dan keluarganya, dan di sisi lain 
taklik talak memberikan kekuatan hukum terhadap isteri 
sehingga isteri akan lebih di hargai. Namun masih banyak 
perbedaan pendapat megenai keberadaan taklik talak ini. 
Menurut Abdul Karim Amrullah, dengan adanya  
lembaga taklik talak dapat menolong wanita dari 
perbuatan kesewenang-wenangan laki-laki. Di daerah 
Minangkabau, dulu banyak perempuan yang di 
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telantarkan oleh suaminya. Tidak pernah bergaul dan 
tidak pernah diberi nafkah oleh suami, tetapi tidak pula 
diceraikan. 
Pada masa itu banyak di antara mereka yang 
murtad, maka dengan sendirinya putuslah perkawinan 
mereka. Hal demikian terjadi di karenakan sulitnya 
Hakim Agama mengabulkan gugatan perceraian dari 
mereka padahal mereka benar-benar di telantarkan oleh 
suaminya. 
Pada tahun 1916, untuk membebaskan perempuan 
dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, atas usul 
Buya Hamka di daerah Minangkabau diberlakukan taklik 
talak.
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Menurut Mahmoud Syaltout dalam buku 
Perbandingan Mazhab dalam masalah fikih menjelaskan 
bahwa para ahli hukum Islam berpendapat perjanjian 
taklik talak bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari 
kesewenangan dari pihak suami.  
Suami yang mengucapkan shigat taklik talak 
ketika akad nikah dalam  bentuk perjanjian yang telah 
disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu 
dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami 
melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka isteri 
dapat mengajukan gugatan permohonan cerai  kepada 
pengadilan Agama yang berwenang dengan alasan 
pelanggaran taklik talak.
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Untuk kemaslahatan dalam perkawinan eksistensi 
taklik talak sangatlah penting.
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Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa 
perceraian yang baik itu ibarat suatu kelahiran yang 
normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, 
bukan perceraian yang  terjadi di karenakan seorang 
suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak 
pula menceraikan isterinya.
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita pahami 
bahwa eksistensi taklik talak sangatlah penting mengingat 
eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh kekuatan 
hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta 
pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah 
pentingnya arti taklik talak dalam kehidupan rumah 
tangga. 
Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan 
terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, 
tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga 
akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta 
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.     
5. Taklik Talak di Tinjau dari segi Kompilasi Hukum 
Islam  
Menurut Kompilasi Hukum Islam Taklik Talak 
merupakan sebuah perjanjian hal ini berdasarkan 
penjelasan dari Peraturan Menteri Agama  bahwa taklik 
talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. 
Seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) Pada Pasal 45  Kompilasi Hukum Islam, yang 
berbunyi: 
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  Kedua calon mempelai dapat mengadakan 
perkawinan dalam bentuk : 
a. Taklik talak. 
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan 
hukum  Islam. 
Kemudian dilanjutkan pada pasal 46 yang 
berbunyi: 
1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan 
hukum Islam; 
2. Apabila yang di isyaratkan dalam taklik talak 
betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan 
sendirinya talak jatuh. Isteri harus mengadukan 
persoalannya ke Pengadilan Agama; 
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib 
dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik 
talak telah di perjanjikan tidak dapat di cabut 
kembali.
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Pada ayat nomor 2 (dua) Pasal 46 di tegaskan 
kembali oleh Pasal 51 yang berbunyi: 
„‟ bahwa pelanggaran perjanjian tersebut 
memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah 
dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian 
ke pengadilan Agama‟‟ 
Berkenaan dengan perceraian KHI menyebutkan 
bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi 
seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke 
Pengadilan Agama. Dengan kata lain apabila pada saat 
sesudah ijab qabul suami telah mengucapkan shigat 
taklik talak, kemudian hal-hal yang telah diucapkan 
terjadi dan isteri tidak ridho maka tidak dengan 
sendirinya talak jatuh, namun isteri harus mengadukan 
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halnya ke Pengadilan Agama yang berwenang dan 
apabila halnya itu terbukti dengan bukti-bukti secara 
formil dan materil maka Pengadilan Agama berhak 
untuk memutus perkawinannya tersebut.   
 
  
  
 
BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN KELAS IA TANJUNG 
KARANG TENTANG PELANGGARAN TAKLIK TALAK 
A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dalam perkara 
Taklik Talak 
Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi dari 
salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara atau 
kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan 
Peradilan Negara lainnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan 
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
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Pengadilan Agama memiliki dua kekuasaan yaitu 
kekuasaan relative dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif 
diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu 
tingkatan, misalnya Pengadilan Agama Kalianda dengan 
Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sedangkan kekuasaan 
absolut diartikan kekuasaan Pengadilan yang berhubungan 
dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan 
Pengadilan, misalnya yaitu Pengadilan Agama berkuasa atas 
perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam 
sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam menjadi 
kekuasaan Pengadilan Umum. 
Pada Pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989, 
dijelaskan: 
1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: 
a) Perkawinan; 
b) Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan 
berdasarkan hukum Islam; 
c) Wakaf dan shadaqoh. 
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d) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur 
dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai 
Perkawinan yang berlaku. 
e) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa  
yang menjadi ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut. 
Mengenai perkara perkawinan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah: 
1. Isteri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang 
belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau 
wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan 
pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas suami atau isteri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Peyelesaan harta bersama; 
11. Mengenai pengusaan anak; 
12. Ibu dapat memikul pemeliharaan dan pendidikan 
anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung 
jawab tidak memenuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan 
oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu 
kewajiban bagi bekas isteri; 
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan hak orang tua; 
16. Pencabuta kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan 
dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut; 
  
 
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang 
belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang 
ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada 
penunjukan wali oleh kedua orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian  terhadap wali 
yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda 
anak yang ada dibawah kekuasaannya; 
20. Penetapan asal usul seorang anak; 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan 
untuk melakukan perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi 
sebelum UU Nomor 1974 tentang Perkawinan dan 
dijalankan menurut peraturan yang lain. 
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Sehubungan dengan jenis-jenis perkara di bidang 
perkawinan di atas yang menyangkut dengan pelanggaran taklik 
talak sebagai alasan perceraian yaitu terdapat pada gugatan 
perceraian nomor 9 pada UU No 1 Tahun 1974 yang diajukan 
oleh isteri kepada Pengadilan Agama,  dengan itu Pengadilan 
Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara mengenai 
perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak karena sudah 
menjadi kekuasaan relative dan kekuasan absolut Pengadilan 
Agama. 
B. Gugatan tentang pelanggaran taklik talak di Pengadilan 
Agama Kelas 1A Tanjung Karang 
1. Kasus posisi gugatan perkara 
No.0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk 
Penggugat dalam surat gugatannya 08 Februari 2012 
yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung 
Karang Kelas IA Register Nomor: 0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk, 
tanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah 
yang nikahnya di laksanakan pada tanggal 20 Mei, di 
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rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah 
kandung Penggugat maskawin berupa alat shalat di bayar 
tunai yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 
Kota Bandar Lampung sebaga bukti berupa Buku Kutipan 
Akta Nikah Nomor: 171/37/V/1999, tertanggal 27 mei 
1999, yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Karang 
Pusat, Kota Bandar Lampung; 
2. Bahwa pernikahan antara Tergugat dan Pengguagat atas 
dasar suka sama suka, Penggugat berstatus gadis, 
sedangkan Tergugat berstatus jejaka; 
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan 
shigat taklik talak yang isinya sebagai mana yang 
tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah; 
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai 
mana layaknya suami isteri (ba‟da dukhul), dan telah di 
karuniai tiga orang anak bernama: 
1) ANAK KE-1, umur 12 tahun, 
2) ANAK KE-2, umur 10 tahun, 
3) ANAK KE- 3, Umur 4 tahun, 
Anak-anak tersebut saat ini bersama Penggugat; 
 
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat 
bertempat tingal di rumah orang tua Penggugat di 
Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat 
Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 6 (enam) 
bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan 
tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan  Rajabasa 
Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung selama lebih 
kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu 
Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah 
kontrakan dan terkahir Penggugat dan Tergugat pindah 
dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan 
Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota 
Bandar Lampung sampai dengan bulan September 2009; 
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan maret 
  
 
2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi 
perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan: 
1) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi 
biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, 
sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidup rumah tangga rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat 
sering terjadinya pertengkaran; 
2) Tergugat sering pergi berbulan-bulan dengan alasan 
bekerja tanpa kabar berita; 
3) Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-
anak Pengguagat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 
6 (enam) bulan tanpa nafkah lahir batin dan kabar 
berita sampai dengan sekarang; 
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 
2009 dengan sebab Tergugat meminta uang terhadap 
Penggugat dengan alasan ingin pergi kerja lagi tetapi 
Penggugat menyarankan untuk bekerja di Lampung saja 
karena selama Tergugat pergi juga tidak pernah 
mengirimkan nafkah lebih baik kerja dekat dengan 
keluarga dan  anak-anak tetapi Tergugat tidak terima dan 
tetap pergi yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan 
Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui 
alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun 
di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sedang 
Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat 
sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang 
sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) 
tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak 
pernah memberi nafkah lahir dan batin; 
8. Bahwa dengan itu sudah jelas-jelas Tergugat telah 
melanggar shigat taklik talak yang di ucapkan sesudah 
akad nikah angka 1, 2, dan 4; 
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan 
Tergugat ketempat keluaga Tergugat, namun tidak 
berhasil; 
  
 
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak 
rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak 
sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat 
menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk 
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan 
lebih baik bercerai;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat 
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang 
Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa an mengadili 
perkara ini, dan meminta menjatuhkan putusan yang amarnya 
berbunyi; 
PRIMAIR: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menyatakan jatuh talak satu khul‟i dari Tergugat 
terhadap Penggugat 
3. Membebankan perkara biaya menurut hukum; 
SUBSIDAIR 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan 
yang seadil-adilnya.
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2. Kasus posisi gugatan  perkara 
No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk 
Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 
Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
Agama Tanjung Karang Register Nomor: 
1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk tanggal 12 Nopember 2013, telah 
mengajukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang 
nikahnya di laksanakan pada tanggal 28 Desember 2006 
di rumah kakek Penggugat dengan wali nikah ayah 
kandung Penggugat mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- 
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tunai yang di catat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur 
sebagaimana bukti berupa kutipan buku Kutipan Akta 
Nikah Nomor: 629/29/2007, tertanggal 02 Januari 2007, 
yang dikelurkan oleh KUA Tanjung Karang Timur Kota 
Bandar Lampung ; 
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas 
dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan 
Tergugat berstatus jejaka; 
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan 
shigat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di 
dalam Buku Kutipan Akta Nikah; 
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul 
sebagaimana layaknya suami isteri(bakda dukhul), dan 
telah di karuniai satu orang anak, umur 7 tahun, sekarang 
anak tersebut bersama Penggugat; 
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat 
bertempat tinggal di rumah kakek Penggugat sampai 
dengan bulan Agustus 2007; 
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan Agustus 
2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan 
alasan hendak pergi mencari pekerjaan, namun sejak saat 
itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak di 
ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di luar 
maupun di dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia, 
sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kakek 
Peggugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat 
tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah 
berjalan kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula 
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin; 
7. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar 
shigat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah 
angka 1, 2, dan 4; 
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari 
keberadaan Tergugat ke tempat saudara Tergugat namun 
tidak berhasil. 
  
 
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat tidak 
rela, Penggugat menderita lahir batin serta tidak sanggup 
lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan 
bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah 
tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai; 
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke 
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dengan 
Nomor Register: 0474/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tanggal 08 
Mei, akan tetapi perkara Penggugat gugur; 
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 
1A Tanjung Karang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang 
amarnya berbunyi: 
PRIMAIR: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat 
2. Menyatakan jatuh talak satu khul‟i dari Tergugat 
terhadap Penggugat 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
SUBSIDAIR: 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan 
yang seadil-adilnya.
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3. Kasus posisi gugatan  perkara 
No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk 
Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 April 
2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Tanjungkarang dalam register Nomor 
0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk, tanggal 14 April 2014 telah 
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan 
sebagai berikut: 
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami 
isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 
10 Maret 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, 
dengan wali orang tua kandung Penggugat, mas 
kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, 
sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta 
Nikah Nomor: 178/55/III/2002 yang dikeluarkan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, tanggal 
11 Maret 2002; 
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas 
dasar suka suka sama suka, Penggugat berstatus 
perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta sesaat 
setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat 
taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di 
dalam Buku Kutipan Akta Nikah; 
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul 
sebagaimana layaknya suami istri dan telah 
dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 
bernama : 
1) ANAK KE-1, lahir tanggal 12 April 2003. 
2) ANAK KE-2, lahir tanggal 8 Mei 2004. 
3) ANAK KE-3, lahir tanggal 29 April 2007; 
Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama 
Penggugat; 
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan 
Tergugat membina rumah tangga dan bertempat 
tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak 
di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, 
Kota Bandar Lampung, sampai dengan sekarang; 
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga 
Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan damai, 
namun kerukunan tersebut tidak berjalan lama, ketika 
lahirnya anak pertama pada tahun 2003, keadaan 
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah 
  
 
dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang 
penyebabnya adalah : 
1) Tergugat malas mencari pekerjaan yang 
berakibat keadaan ekonomi rumah tangga 
serba kekurangan; 
2) Tergugat tidak mau peduli dan tidak ada 
perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak 
yang namanya kasih sayang tidak ada sama 
sekali; 
3) Tergugat suka pergi tanpa pamit dalam waktu 
yang cukup lama dan bila ditanya kemana 
perginya Tergugat marah dengan tidak 
memberitahukan dari mana Tergugat; 
4) Tergugat banyak mempunyai hutang dan 
pernah menggadaikan rumah orang tua 
Penggugat kepada rentenir tanpa kompromi 
terlebih dahulu, dan yang melunasi hutang-
hutang Tergugat tersebut adalah keluarga 
Penggugat; 
5) Tergugat sangat tertutup tentang 
kepribadiannya sehingga sulit untuk diajak 
kompromi untuk mencari jalan keluarnya 
dalam mengatasi masalah hidup yang serba 
kekurangan; 
6. Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Penggugat 
dan Tergugat serba kekurangan sedangkan Tergugat 
tetap tidak mau berusaha, terpaksa Penggugat yang 
berusaha mencari pekerjaan demi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari dan dibantu pula oleh 
orang tua Penggugat, hal tersebut berjalan cukup 
lama yaitu sampai lahirnya anak yang ketiga; 
7. Bahwa puncak pertengkaran atau percekcokan antara 
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 
tahun 2007, atau anak nomor 3 berumur 5 bulan, 
ketika itu Tergugat pamit kepada Penggugat mau 
main dan cari pekerjaan, setelah sore hari Tergugat 
menghubungi tetangga dengan memberitahu bahwa 
  
 
Tergugat ada di Jakarta, setelah 3 bulan dari 
kepergian Tergugat masih memberi kabar kepada 
Penggugat akan tetapi tidak memberitahukan dimana 
tinggalnya, dan terakhir Tergugat menghubungi 
Penggugat via telepon yang memberitahukan bahwa 
Tergugat akan menikah dengan orang Madura dan 
kita tidak ada hubungan apa-apa lagi; 
8. Bahwa selama kurun waktu 7 tahun kepergian 
Tergugat dengan tidak diketahui dimana 
keberadaannya, pernah Penggugat dan keluarga 
Penggugat mencari Tergugat dengan mendatangi 
tempat tinggal Tergugat dan orang tuanya sebelum 
menikah dengan Penggugat, akan tetapi rumah di 
alamat tersebut telah ditempati orang lain dan atau 
telah dijual oleh orang tua Tergugat; 
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut telah nyata-
nyata Tergugat telah melanggar janji sighat taklik 
talak yang diucapkan Tergugat karena telah 7 tahun 
lebih Tergugat tidak memberikan nafkah lahir 
maupun bathin terhadap Penggugat dan anak-
anaknya, lagi pula keadaan Tergugat yang tidak 
diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di 
luar wilayah hukum Republik Indonesia, atas hal 
tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak rela akan 
perlakuan Tergugat, maka cukup beralasan hukum 
Penggugat menggugat cerai Tergugat; 
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk minta 
bantuan kepada keluarga Penggugat atas tindakan 
Tergugat tersebut, hasilnya terserah Penggugat; 
11. Bahwa dengan telah adanya perbuatan Tergugat 
tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi 
bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan 
bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan 
rumah tangga dan lebih baik bercerai; 
Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon 
agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang C.q Majelis 
  
 
Hakim sidang yang memeriksa dan mengadili atas perkara ini 
untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi: 
  
  
 
PRIMAIR: 
1. Mengabulkan gugatan cerai yang diajukan 
Penggugat; 
2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara 
Penggugat dengan Tergugat putus karena 
perceraian; 
3.  Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 
 
SUBSIDER: 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.
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BAB IV 
ANALISIS KHI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN 
AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG  
Setelah mengikuti duduk perkara dan pertimbangan-
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung 
Karang dalam perkara  Gugatan perceraian dengan alasan  
pelanggaran taklik talak yang diteliti, dapat diketahui dasar 
hukum  putusan Hakim sebagai berikut: 
A. Dasar Pertimbangan Hukum/ Yuridis 
1. Perkara No: 0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk dalam alasan 
Penggugat disebutkan bahwa Tergugat tidak bertanggung 
jawab dalam  memenuhi biaya hidup sehari-hari, 
sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat sering pergi 
berbulan-bulan dengan alasan bekerja tanpa kabar berita, 
Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak 
Pengguagat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) 
bulan tanpa nafkah lahir batin dan kabar berita sampai 
dengan sekarang. 
Bahwa dengan itu sudah jelas-jelas Tergugat 
telah melanggar shigat taklik talak yang di ucapkan 
sesudah akad nikah angka 1, 2, dan 4 yaitu: 
1. Meninggalka isteri saya enam bulan berturut-
turut; 
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib 
kepadanya tiga bulan lamanya; 
3. Atau saya membiarkan (tidak 
memperdulikan)isteri saya itu enam bulan 
lamanya. 
 
2. Pada perkara No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk dalam alasan 
Penggugat disebutkan bahwa: 
a. Pada bulan Agustus 2007 Tergugat pergi meninggalkan 
Penggugat dengan alasan hendak pergi mencari 
pekerjaan, namun sejak saat itu pula Tergugat tidak 
  
 
pernah kembali dan tidak di ketahui alamatnya dengan 
jelas dan pasti baik di luar maupun di dalam Wilayah 
Hukum Republik Indonesia yang sampai dengan 
sekarang sudah berjalan legih kurang 5 tahun dan 
selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan 
nafkah lahir batin. 
b. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar 
shigat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah 
angka 1, 2, dan 4; 
c. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, 
namun tidak berhasil; 
d. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat 
tidak rela, Pengugat menderita lahir dan batin; 
e. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai  ke 
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dengan 
Nomor Register: 0474/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tanggal 08 
mei 2013, akan tetapi perkara Penggugat gugur. 
 
3. Pada perkara No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk dalam alasan 
Penggugat disebutkan bahwa: 
a. Pada tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat 
dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan 
secara terus menerus yang penyebabnya adalah : 
 Tergugat malas mencari pekerjaan yang berakibat 
keadaan ekonomi rumah tangga serba 
kekurangan; 
 Tergugat tidak mau peduli dan tidak ada 
perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak 
yang namanya kasih sayang tidak ada sama 
sekali; 
 Tergugat suka pergi tanpa pamit dalam waktu 
yang cukup lama dan bila ditanya kemana 
perginya Tergugat marah dengan tidak 
memberitahukan dari mana Tergugat; 
 Tergugat banyak mempunyai hutang dan pernah 
menggadaikan rumah orang tua Penggugat 
kepada rentenir tanpa kompromi terlebih dahulu, 
  
 
dan yang melunasi hutang-hutang Tergugat 
tersebut adalah keluarga Penggugat; 
 Tergugat sangat tertutup tentang kepribadiannya 
sehingga sulit untuk diajak kompromi untuk 
mencari jalan keluarnya dalam mengatasi 
masalah hidup yang serba kekurangan. 
b. Pada pertengahan tahun 2007 ketika itu Tergugat 
pamit kepada Penggugat mau main dan mencari 
pekerjaan, setelah sore hari Tergugat menghubungi 
tetangga dengan memberitahu bahwa Tergugat ada di 
Jakarta, setelah 3 bulan dari kepergian Tergugat 
masih memberi kabar kepada Penggugat akan tetapi 
tidak memberitahukan dimana tinggalnya, dan 
terakhir Tergugat menghubungi Penggugat via 
telepon yang memberitahukan bahwa Tergugat akan 
menikah dengan orang Madura dan kita tidak ada 
hubungan apa-apa lagi; 
c. Bahwa selama kurun waktu 7 tahun kepergian 
Tergugat dengan tidak diketahui dimana 
keberadaannya;  
d. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut telah nyata-
nyata Tergugat telah melanggar janji sighat taklik 
talak yang diucapkan Tergugat karena telah 7 tahun 
lebih Tergugat tidak memberikan nafkah lahir 
maupun bathin terhadap Penggugat dan anak-
anaknya, lagi pula keadaan Tergugat yang tidak 
diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di 
luar wilayah hukum Republik Indonesia, atas hal 
tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak rela akan 
perlakuan Tergugat, maka cukup beralasan hukum 
Penggugat menggugat cerai Tergugat. 
  
  
 
B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap 
Putusan Hakim Mengenai Pelanggaran Taklik Talak 
Berdasarkan pemaparan di atas mengenai perkara 
pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, dapat di 
analisis sebagai berikut:  
Adapun alasan-alasan dan pertimbangan hakim di 
Pengadilan alam memutuskan perkara gugatan perceraian, 
penulis merangkumnya dalam hal berikut: 
„‟Menimbang bahwa selain hal-hal yang telah 
dikemukakan pada perkara- perkara diatas,berdasarkan pasal 
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam „‟ 
suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya‟‟. Demikian pula menurut pasal 80 ayat (4) 
Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penjelasannya 
suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswa, dan tempat 
kediaman bagi isterinya, biaya rumah tangga, biaya 
perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,namun 
berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas Tergugat telah 
meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dan 
selama ini tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat baik 
lahir maupun batin kerena patut dinyatakan Tergugat 
merupakan tipe suami yang tidak bertanggung jawab dan 
telah melalaikan kewajibannya. 
Bahkan pada perkara No 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk pada 
poin no 2 tertera bahwa suami Penggugat telah menikah 
kembali. 
Berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti bahwa Tergugat 
telah melangar shigat taklik talak yang diucapkan sesudah 
akad nikah ayat 1, 2, 4, dan Penggugat menyatakan tidak 
ridho atas perlakuan Tergugat serta membayar uang iwadl 
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan 
pelanggaran shigat taklik talak. 
 
Mengenai hal ini, kaitannya dalam kaidah ushul fiqh yang 
berbuyi: 
  
 
‘’ Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) 
lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan.’’84 
Kaidah ini bisa digunakan atau dijadikan dasar 
hukum apabila menghadapi situasi atau kesulitan dalam 
mengambil keputusan apakah menolak mafsadah atau 
megambil maslahah. 
Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, 
maka yang harus di pilih maslahatnya lebih banyak (lebih 
kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya 
maka menolak mafsadah lebih utama dari pada meraih 
maslahah, sebab menolak mafsadah itu sudh merupakan 
suatu kemaslahatan. 
Pada perkara ini isteri ada didalam dua pilihan. 
Pertama, tetap melangsungkan bahtera pernikahan dengan 
situsai suami tidak lagi memberi nafkah baik itu nafkah 
lahir maupun nafkah batin dan bahkan suami sudah 2 
(dua) tahun 6 (enam) bulan tidak diketahui keberadaannya. 
Kedua mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama 
agar dapat jatuh talak kul‟i padanya sehingga tidak ada 
keterikatan lagi antara keduanya dan isteri tidak 
menanggung beban karena tidak ada kepastian dari suami. 
Secara psikologis semua wanita akan merasa sakit 
hati dengan terjadinya perceraian di dalam rumah 
tangganya, namun apabila dengan tetap mempertahankan 
rumah tangganya malah semakin membuat wanita tersebut 
semakin sakit dan bahkan depresi karena kesewenangan 
atau prilaku suaminya, bahkan lebih lebih hal itu akan 
berdampak bagi perkembangan anaknya, maka walaupun 
sesungguhnya baik dalam hukum Islam maupun hukum 
Positif mempersempit akan adanya perceraian namun 
                                                             
 
  
 
dalam hal ini untuk menjaga kedudukan wanita dan 
keberlangsungan hidup wanita tersebut maka Pengadilan 
Agama Kelas 1A Tanjung Karang memustukan gugat 
cerai Penggugat jatuh talak 1 kul‟i terhadapnya setelah ia 
membayar iwadl. 
  
  
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim pada 
putusan perkara No: 0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk, perkara 
No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk, dan  perkara 
No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk bahwa selain hal-hal yang 
telah dikemukakan pada perkara- perkara diatas, 
berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam „‟suami wajib melindungi 
isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya‟‟. 
Demikian pula menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi 
Hukum Islam bahwa sesuai dengan penjelasannya suami 
berkewajiban menanggung nafkah, kiswa, dan tempat 
kediaman bagi isterinya, biaya rumah tangga, biaya 
perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, 
namun berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas 
Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui 
alamatnya dan selama ini tidak pula memberi nafkah 
kepada Penggugat baik lahir maupun batin kerena patut 
dinyatakan Tergugat merupakan tipe suami yang tidak 
bertanggung jawab dan telah melalaikan kewajibannya. 
2. Taklik talak dalam KHI diatur Pasal 45 dan 46 secara 
khusus. Pada Pasal 45  Kompilasi Hukum Islam, yang 
berbunyi Kedua calon mempelai dapat mengadakan 
perjanjian perkawinan dalam bentuk : (a). Taklik talak, 
(b). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan 
hukum Islam. 
Mengenai taklik talak analisis yang terkait dengan 3 
putusan di atas, dapat di ketahui berdasarkan dengan 
alasan-alasan Penggugat, Tergugat sudah melanggar 
shigat taklik talak yang di ucapkan sesaat setelah akad 
nikah. Sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang 
memenuhi syarat, dan hal-hal lain yang menjadi 
  
 
pertimbangan Hakim maka suami terbukti telah 
melanggar shigat taklik talak sesuai dengan Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 113, Pasal 116 huruf g dan Pasal 51.  
Berdasarkan hal-hal di atas jelas shigat taklik talak 
yang di ucapkan suami sesaat setelah akad nikah 
memberikan dampak hukum dan Perempuan dilindungi 
dengan taklik talak yang memiliki kekuatan hukum dan 
apabila suami telah melanggar taklik talak tersebut, 
maka isteri berhak mengadukan halnya ke Pengadilan 
Agama yang berwenang. 
 
B. Saran 
Dengan adanya berbagai putusan yang di putuskan 
oleh Pengadilan Agama mengenai perceraian dengan 
alasan pelanggaran taklik talak, ada beberapa saran atau 
masukan dari penulis yaitu: 
1. Megenai masalah taklik talak perlu diadakannya 
sosialisasi sehingga baik pengantin wanita dan pengantin 
pria tahu arti penting dalam pembacaan shigat takli talak 
dan apa akibat hukumnya. 
2. Diharapkan Hakim lebih peka, perlu sikap kehati-hatian 
dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan 
taklik talak ini, perlu di teliti terlebih dahulu apakah 
ketika setelah diucapkannya akad perkawinan suami 
benar- benar membaca shigat taklik talak dan 
mengetahui akibat hukum dari pembacaan shigat taklik 
talak tersebut karena pada dasarnya taklik talak di 
adakan bukan untuk memisahkan perkawinan melainkan 
melindungi isteri dari kesewenangan dari pihak suami. 
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